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Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan silo birokrasi penanggulangan 
stunting di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan perilaku fragmentasi vertikal dan 

horizontal, yaitu kurangnya kerja sama, kolegalitas, rasa saling menghormati, dan 
kepercayaan satu sama lain dalam suatu organisasi. Studi ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan memiliki 
kolaborasi yang buruk antara organisasi perangkat daerah karena lebih berfokus pada 
kompetisi daripada berorientasi pada tim. Tidak ada kolaborasi tim, yang menyebabkan rasa 

tidak memiliki, dan kurangnya rasa saling menghormati dalam penanganan stunting karena 
sebagian organisasi perangkat daerah lebih fokus pada proses daripada penanganan stunting 

itu sendiri. 

Kata kunci: silo birokrasi, stunting & penanggulangan 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to describe the bureaucratic silos of stunting prevention in 
South Buton Regency based on vertical and horizontal fragmentation behavior, namely lack of 
cooperation, legality, mutual respect, and trust in each other in an organization. This study uses 
a qualitative approach. Primary and secondary data are the data sources used. The results of the 
study show that stunting mitigation in South Buton Regency has poor collaboration between 
regional apparatus organizations because it focuses more on competition than team-oriented. 
There is no team collaboration, which causes a sense of belonging, and a lack of mutual respect 
in handling stunting because some regional apparatus organizations focus more on the process 
than on handling stunting itself. 
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PENDAHULUAN 

Penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan adanya silo-silo 

birokrasi. Fakta atau fenomena yang terjadi terdapat ketidakpastian data antara OPD, sebagai 
contoh salah satu indikator intervensi sensitif dalam penanggulangan stunting di Kabupaten 

Buton Selatan yaitu persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) miskin yang memperoleh 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Telah diperoleh data By Name By Addres (BNBA) penerima 
BPNT dari Dinas Sosial dan BNBA PUS dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, namun kedua data tersebut tidak dapat dipadankan karena perbedaan digit pada 
NIK penerima. Akibatnya, pengambilan keputusan dan tindak lanjut terkait penyelenggaraan 

percepatan penurunan stunting berdasarkan data yang tersedia tidak tepat sasaran. 
Upaya penanggulangan stunting di wilayah Kabupaten Buton Selatan yang konkret, 

terarah dan terpadu yang menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting 

baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan perangkat daerah terkait di 
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lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Selatan tahun 2022. Data prevalensi stunting masih 
cukup tinggi dimana rata-rata prevalensi menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 

2021 sebesar 45,2% di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 30,2% dan rata-rata 
nasional sebesar 24,4% (Litbangkes Kemenkes RI, 2021).  

Berbeda dengan temuan penelitian Saputri (2019), penelitian tersebut menemukan 
bahwa penanggulangan stunting di daerah pendataan secara terpadu (data balita stunting 
berdasarkan nama dan alamat) sehingga program dan tindakan dapat tepat sasaran dan 

efektif dalam menanggulangi dan menurunkan stunting.   
Silo birokrasi merujuk pada pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya serta proses 

yang terpisah-pisah di dalam suatu lembaga atau antara lembaga pemerintah. Dalam konteks 

penanggulangan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan, pentingnya koordinasi Antar 
Lembaga, penyatuan Data dan Informasi, efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Penguatan 

Komitmen dan Kepemimpinan, pelibatan Komunitas dan Stakeholder dan Pemantauan dan 
Evaluasi. Secara keseluruhan, penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan memerlukan 
pendekatan kolaboratif yang efektif, dan pengelolaan birokrasi yang baik dapat menjadi kunci 

untuk mencapainya. Dengan mengatasi silo birokrasi, diharapkan prevalensi stunting dapat 
ditekan, dan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak, dapat meningkat. 

Menurut Michael A. Diamond and Seth Allcorn (2009) silo birokrasi terkait dengan 
fragmentasi vertical dan horizontal dalam suatu organisasi yang ditandai dengan adanya 
perilaku kurangnya kolaborasi, kolegalitas, rasa saling menghormati, dan saling percaya 

dalam suatu organisasi.  
Silo-silo birokrasi biasanya resisten terhadap perubahan, beroperasi untuk mencegah 

akses yang mudah ke informasi yang mereka miliki dan memunculkan hambatan untuk 

perubahan dan kerja sama. Silo birokrasi menyulitkan komunikasi dan kolaborasi antar 
dinas-dinas terkait dalam penangulangan stunting. Setiap pegawai bekerja untuk melindungi 

kepentingannya sendiri atau satu dinas mungkin tidak bekerjasama dengan dinas lain dalam 
pelayanan penaggulangan stunting, sehingga dinas terkait tidak dapat merespons secara 
efektif terhadap masalah stunting. Silo birokrasi menyebabkan redundansi dan pengambilan 

keputusan yang buruk. Silo juga menghambat kreativitas dan inovasi birokrasi dalam 
pelayanan publik.  

Tujuan tulisan oini untuk mendeksripsikan Silo Birokrasi dalam penanggulangan 

Stunting di Kabupaten Buton Selatan, meliputi kolaborasi, kolegalitas, rasa saling 
menghormati, dan saling percaya dalam suatu organisasi dalam penanganan stunting.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Organisasi 

Sangat penting untuk memahami bahwa organisasi tidak hanya beroperasi di bawah 
naungan pemerintah. Banyak organisasi bergerak di luar naungan pemerintah (McShane & 

Glinow, 2018). Organisasi, menurut Robbins & Judge (2017), didefinisikan sebagai unit sosial 
yang terorganisir secara sadar yang terdiri dari dua atau lebih individu dan bertanggung jawab 
untuk mencapai berbagai tujuan secara konsisten. Menurut definisi tersebut, organisasi tidak 

hanya perusahaan manufaktur; itu juga dapat mencakup perusahaan jasa, sekolah, rumah 
sakit, unit militer, nirlaba, departemen kepolisian, dan lembaga pemerintah (Robbins & Judge, 

2017). 

Silo Birokrasi 

Silo adalah istilah umum yang sekarang digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa 

departemen dalam organisasi terisolasi satu sama lain dan hanya memiliki sedikit sarana 
untuk berkomunikasi. Ash dalam (Cromity & Stricker, 2011) menjelaskan bahwa "silo" adalah 
metafora yang digunakan untuk mengidentifikasi kantong-kantong pengetahuan yang 

terisolasi di dalam bisnis. Wilson (2010) dalam (Cromity & Stricker, 2011) mengatakan "silo-
silo ini menciptakan hambatan yang nyata dan membatasi kesempatan yang lebih luas dan 

lebih kolaboratif bagi tim yang berbeda untuk bekerja sama dengan cara yang berbeda". 
Banyak organisasi berjuang untuk keberlanjutan organisasi (Merriman et al., 2016), 

yang didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan organisasi, sukarela atau diatur oleh hukum, 

yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan operasi bisnisnya secara 
layak (termasuk kelayakan keuangan yang sesuai) sementara tidak berdampak negatif 

terhadap sistem sosial atau ekologi apa pun (Smith & Sharicz, 2011) atau sebagai fenomena 
multidimensi yang berfokus pada mempertahankan hasil, menghasilkan pengetahuan, 
membangun kapasitas, membangun pengalaman dengan mitra, dan menghasilkan layanan 



La Ode Agusalim Arwim |   45 

Copyright © 2024 
Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 

Volume 13, Nomor 2, Agustus 2024, Print ISSN: 2302-254X, Online ISSN: 2963-4628 

dan produk berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas (Rodriguez & Aviles, 2017). 
Kegiatan penting untuk mencapai keberlanjutan organisasi adalah pembelajaran organisasi 

(Smith, 2012) dan pertukaran pengetahuan (Cuguero, et al., 2019), karena membantu anggota 
organisasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam organisasi sehingga dapat 

terus mencapai kinerja tinggi yang berkelanjutan (Van Grinsven & Viser, 2011). Semakin 
kompleks, dinamis dan bergejolak lingkungan organisasi, semakin diperlukan pembelajaran 
organisasi (Smith, 2012). Dalam literatur, silo organisasi didefinisikan sebagai batas-batas 

psikologis menciptakan departementalisasi, pemisahan, dan diferensiasi (Diamond & Allcorn, 
2009). Silo dapat menawarkan cara praktis bagi organisasi untuk beroperasi secara efisien 
dalam mengelola sejumlah besar orang dan mengalokasikan akuntabilitas dan tanggung jawab 

dalam hierarki. Silo mengarah pada inefisiensi pengambilan keputusan yang kurang optimal, 
penyampaian kebijakan yang buruk, dan kinerja yang lemah (Bach & Wegrich, 2019; Hood, 

1974; Rhodes, 1994).  

Stunting 

Stunting (kerdil) adalah ketika balita memiliki tubuh yang lebih pendek atau lebih tinggi 

daripada usia mereka. Kondisi ini diukur dengan mengukur tinggi dan panjang badan yang 
lebih besar atau kurang dari dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Banyak faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi, gizi ibu 
saat hamil, kesakitan bayi, dan kurangnya asupan gizi bayi, bertanggung jawab atas masalah 
gizi jangka panjang yang dikenal sebagai stunting. Menurut Kemenkes RI (2018), balita 

stunting akan mengalami kesulitan untuk mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang 
ideal di masa mendatang. 

Menurut Schmidt (2014) dalam Fikawati (2017), stunting juga dapat didefinisikan 

sebagai tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar median kurva pertumbuhan anak 
(WHO, 2010). Stunting adalah kondisi jangka panjang yang disebabkan oleh penurunan 

pertumbuhan linear seorang anak yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, seperti 
kekurangan gizi dan masalah kesehatan sebelum dan setelah kelahiran (El Taguri et al., 
(2008), WHO (2010). Schmidt (2014) menyatakan hal yang sama, mengatakan bahwa 

kekurangan gizi selama periode waktu yang lama menyebabkan penghambatan pertumbuhan 
linear. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Buton Selatan, pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive 
sebagaimana di kecenderungan kajian yang berkembang dalam ilmu administrasi publik. 

Sumber Data Menurut Yin pengumpulan data yaitu : dokumen, rekam arsip, wawancara, 
observasi langsung, observasi peran serta, dan perangkat fisik (Yin, 2006:103).  

Teknik Pengumpulan Data antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data ini adalah analisis kualitatif menggunakan model analisis interaksi dari (Saldaña, 
2014) yang terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Silo birokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek yang terjadi dalam birokrasi sektor 
public. Kurangnya kolaborasi, kolegalitas, rasa saling menghormati, dan saling percaya dalam 

suatu organisasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap upaya penanggulangan stunting 
di Buton Selatan. Faktor-faktor ini berkontribusi pada silo birokrasi dan mempengaruhi 
prevalensi stunting: 

Kolaborasi 

Kolaborasi yang baik dapat tercipta jika semua OPD terkait memiliki komitmen yang 
kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kolaborasi tidak akan berjalan lancar jika ada 

salah satu pihak yang bersikap ego sektoral terhadap tugas dan fungsi yang diberikan.  
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sukanti dan Nur Faidati (2021) bahwa 

permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur 
tangan dari pihak lain. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai sektor untuk bekerja sama 
dalam mengintervensi kasus stunting, bukan saja pemerintah tetapi juga melibatkan pihak 

swasta dan masyarakat. Penelitian ini senada dengan yang dikemukakan oleh (Kahn & 
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Mentzer, 1996) bahwa kolaborasi sebagai kesediaan unit-unit untuk bekerja sama, saling 
memahami, memiliki visi yang sama, berbagi sumber daya, dan mencapai tujuan bersama..  

Upaya mengatasi stunting di Kabupaten Buton Selatan melibatkan kolaborasi berbagai 
pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), masyarakat, dan 

sektor swasta. Beberapa langkah dan strategi kolaboratif yang telah diambil, pembentukan tim 
koordinasi multi-sektoral yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga lainnya. Tim ini 
bertugas untuk merancang dan mengimplementasikan program penanggulangan stunting 

secara terintegrasi. Selain itu perlu Program Intervensi Gizi Terintegrasi, Penyuluhan dan 
Edukasi kepada Masyarakat, Kerjasama dengan Sektor Swasta, Pemantauan dan Evaluasi 
Bersama dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kolaborasi dalam penggulangan masalah stunting di Kabupaten Buton Selatan 
memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini 

meliputi penyelarasan kebijakan, program intervensi yang terintegrasi, dan pemberdayaan 
masyarakat. Penelitian lebih lanjut dan data spesifik dari instansi terkait dapat memberikan 
gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan dalam kolaborasi ini.  

Kolegalitas penanggulangan stunting 

Kolegalitas kerja dalam penangan stunting di Kabupaten Buton Selatan berjalan kurang 

baik, karena dalam pelaksanaannya selalu saja menemui kendala. Salah satu kendala yang 
dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi . Hal ini menyebabkan intervensi 
penanganan stunting terkadang tidak tepat sasaran.  

Penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan memerlukan pendekatan 
kolegalitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, 
masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO), serta sektor swasta. Salah satu langkah awal 

yang dilakukan adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting yang terdiri 
dari wakil berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas 

Sosial. Tim ini bertugas untuk merumuskan strategi dan kebijakan terpadu, memastikan 
bahwa upaya penanggulangan stunting dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan. 

Dalam rangka mengimplementasikan program intervensi gizi, kolaborasi antara 

pemerintah daerah dan NGO sangat krusial. Program penyuluhan tentang gizi seimbang 
diadakan secara rutin bagi ibu hamil dan menyusui, serta balita, guna meningkatkan 
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya asupan gizi. NGO sering kali berperan sebagai 

jembatan untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada kader kesehatan di tingkat desa, 
sehingga edukasi tentang pentingnya nutrisi dapat menjangkau masyarakat luas. Selain itu, 

pemberian makanan tambahan bagi balita juga dilakukan sebagai upaya langsung untuk 
mengurangi risiko stunting. 

Peran sektor swasta juga tidak kalah penting dalam upaya ini. Melalui program 

corporate social responsibility (CSR), perusahaan-perusahaan lokal dapat berkontribusi 
dengan menyediakan sumber daya untuk mendukung kampanye gizi, seperti pemberian 

makanan bergizi dan penyuluhan seputar kesehatan. Kerjasama ini tidak hanya membantu 
penyediaan nutrisi yang memadai bagi anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran akan 
pentingnya kesehatan di kalangan masyarakat. Keterlibatan semua pihak ini menciptakan 

jaringan dukungan yang kuat dan saling melengkapi dalam menjalankan program 
penanggulangan stunting. 

Rasa Saling Menghormati 

Rasa saling menghormati dalam penanganan stunting selalu saja menemui kendala. 
Kendala yang dihadapi adalah informasi yang didapatkan terkait percepatan penurunan 

stunting akan berbeda. Seharusnya yang hadir dalam setiap rapat harus konsisten orang yang 
sama sehingga pemahaman terhadap keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan akan 
sama pula. 

Temuan penelitian menunjukan bahwa saling menghormati dalam penanganan stunting 
ditunjukkan melalui keterlibatan dan kehadiran stakeholders terhadap pelaksanaan aksi 

konvergensi percepatan penurunan stunting. Penelitian oleh Bappenas (2020) menunjukkan 
bahwa koordinasi yang baik antar sektor juga sangat dipengaruhi oleh saling menghormati, di 
mana semua stakeholders menyepakati tujuan bersama dan saling mendukung satu sama 

lain. Penelitian oleh Fitriani & Adi (2022) menemukan model kolaborasi yang didasarkan pada 
prinsip saling menghormati mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya untuk 
program stunting.  

Ketika anggota organisasi tidak saling menghormati, komunikasi menjadi kurang efektif 
dan dapat menimbulkan konflik. Kurangnya rasa saling menghormati juga dapat menghalangi 

inisiatif yang bertujuan untuk berkolaborasi. 
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Ketika dalam sebuah organisasi terdapat kurangnya rasa saling menghormati antar 
anggotanya, dampaknya dapat langsung terlihat pada efektivitas komunikasi. Komunikasi 

yang seharusnya terbuka dan konstruktif sering kali terhambat oleh ketegangan dan 
prasangka. Anggota yang merasa tidak dihargai cenderung menutup diri, enggan berbagi ide 

atau pendapat, dan lebih mungkin menghindari interaksi sosial. Hal ini menciptakan suasana 
kerja yang tidak produktif dan mempertegas perbedaan. Pada akhirnya, situasi ini bukan 
hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak negatif pada seluruh 

tim dan tujuan organisasi. 
Selain itu, kurangnya rasa saling menghormati dapat menjadi penghalang serius bagi 

inisiatif kolaboratif. Dalam usaha untuk bekerja sama, diperlukan kepercayaan dan 

keterbukaan di antara anggota. Ketika anggota merasa bahwa pendapat dan kontribusi 
mereka tidak dihargai, semangat untuk berkolaborasi dapat menghilang. Rasa saling 

menghormati menciptakan suasana di mana setiap individu merasa aman untuk 
mengemukakan ide-ide mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Tanpa adanya 
dukungan dari satu sama lain, berbagai inisiatif yang mungkin bermanfaat bagi 

keberlangsungan organisasi tersebut bisa terhambat, bahkan gagal total. 
Selanjutnya, konflik yang muncul akibat kurangnya penghormatan dapat menciptakan 

ketegangan yang berkepanjangan. Ketika persoalan tidak diselesaikan, konflik tersebut bisa 
mengakibatkan pembentukan aliansi-aliasi di dalam kelompok, membentuk friksi yang lebih 
besar dan menyulitkan kolaborasi. Para anggota bisa terpecah-belah, saling mencurigai, dan 

berfokus pada perbedaan ketimbang kesamaan tujuan. Oleh karena itu, membangun budaya 
saling menghormati di dalam organisasi bukan hanya penting untuk menjaga komunikasi 
yang efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kolaborasi dan inisiatif bersama dapat 

terwujud dengan sukses, menghasilkan hasil yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

Rasa Saling Percaya 

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa masih kurangnya saling percaya 
diantara anggota organisasi perangkat daerah dalam penanganan stunting, karena dalam 
pelaksanaannya tetap saja menemui kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedural yang 

berbelit-belit dalam memberikan informasi terhadap upaya percepatan penanggulangan 
stunting di Kabupaten Buton Selatan. Kurangnya  kepercayaan  antara  orang-orang  yang  
bekerja  sama  adalah  salah  satu  alasan  buruknya pembagian pengetahuan.  

Mentalitas silo menggambarkan keyakinan individu atau kelompok yang dapat 
menyebabkan perpecahan dan hasil umumnya adalah terciptanya hambatan komunikasi 

dan pengembangan proses kerja yang terputus-putus (Fenwick et al., 2009). Mentalitas 
seperti ini dapat mengurangi motivasi dan menimbulkan ketidakpedulian terhadap 
kebutuhan orang lain (Vatanpour et al., 2013).   

Berdasarkan temuan tersebut di atas, maka dibutuhkan kolaborasi dalam penanganan 
stunting, kolegalitas dalam penanganan stunting, saling menghormati dalam penanganan 

stunting, dan saling percaya di antara anggota organisasi dalam penanganan stunting di 
Kabupaten Buton Selatan.  

Penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan memerlukan kolaborasi yang kuat 

antar berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan 
masyarakat. Tingkat keparahan stunting yang masih tinggi di wilayah ini menunjukkan 
perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan semua elemen tersebut. Dengan 

membangun kolegalitas, setiap pihak dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan, 
sumber daya, serta pengalaman dalam mengatasi masalah ini. Kerjasama yang baik menjadi 

kunci dalam merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi angka 
stunting, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat diterima dan diaplikasikan 
secara nyata dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam upaya penanganan stunting, saling menghormati dan saling percaya di antara 
anggota organisasi sangat penting. Ketika setiap individu atau organisasi merasa dihargai dan 

dapat percaya satu sama lain, komunikasi akan menjadi lebih lancar, dan kolaborasi pun 
semakin efektif. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan 
inklusif, di mana semua pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap hasil yang 

ingin dicapai. Dengan membangun fondasi yang kuat melalui penghormatan dan kepercayaan, 
diharapkan inisiatif yang diambil untuk mencegah stunting di Kabupaten Buton Selatan dapat 
memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di daerah 

tersebut. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Diamond et al., 2009) silo birokrasi dapat 

dipahami adanya fragmentasi dua aspek yaitu vertikal dan horizontal yang diindikasikan 
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dengan adanya kolaborasi, kolegalitas, saling menghormati, saling percaya di antara 
anggota organisasi.  

KESIMPULAN 

Penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan stunting di Kabupaten Buton Selatan 
memiliki kolaborasi yang buruk antara organisasi perangkat daerah karena lebih berfokus 
pada kompetisi daripada berfokus pada tim. Ada kurangnya kolegalitas, yang menyebabkan 

rasa tidak memiliki ketika ada masalah, dan kurangnya rasa saling menghormati dalam 
penanganan stunting karena sebagian organisasi perangkat daerah lebih fokus pada proses 

daripada hasil. 
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